BAB V
PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Pasca Putusan MK No. 005/PUU-1V/2006, kewenangan pengawasan
eksternal yang dimiliki KY terhadap hakim konstitusi dihapus dengan alasan
telah  mengganggu independensi  hakim  konstitusi. Hal tersebut
mengakibatkan hakim konstitusi hanya memiliki pengawas internal yang
dijalankan oleh Majelis Kehormatan MK dan Dewan Etik Hakim Konstitusi.
Namun, hakikat pengawasan tidak tercapai dan pengawasan hakim konstitusi
menjadi lemah karena tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan

melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi.

2. Independensi hakim konstitusi yang mana merupakan prasyarat pokok bagi
terwujudnya cita negara hukum bukanlah merupakan independensi mutlak.
Namun independensi tersebut hanya sebatas fungsi yudisial yang
dilaksanakan oleh hakim konstitusi. Maka pengawasan eksternal yang
dilakukan oleh KY terhadap moral dan etik hakim konstitusi tidak
mengganggu independensi hakim konstitusi melainkan menjamin hakim
konstitusi tidak melanggar KEPPH, tidak menghilangkan kepercayaan
masyarakat dan terhindar dari terjadinya conflict of interest.

2. SARAN-SARAN
1. MPR harus melakukan amandemen UUD 1945 yang ke-5 (lima) terutama

pada Bab Kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan atau penjelasan secara
jelas bahwa hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) adalah mencakup
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keseluruhan hakim di seluruh lingkup peradilan yang di dalamnya termasuk

hakim konstitusi.

. Pemerintah dan DPR sebagai legislator untuk melakukan revisi UUKY
dengan memperbaiki standar kualifikasi untuk menjadi anggota KY sehingga
dapat memiliki posisi setara dengan seluruh lembaga negara.

KY dalam mengawasi hakim jangan sampai mencampuri fungsi yudisial

hakim konstitusi karena batasan independensi hakim tidak boleh dilanggar.

KY hanya berwenang melakukan pengawasan dalam ranah perilaku hakim.

Hakim Kkonstitusi seharusnya tidak melanggar asas iudex nemo dengan

memutus perkara yang berhubungan dengan dirinya sendiri.
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